
BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR O1 TAHUN 2022

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARO,

bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah
Nomor Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022 dan sebagai landasan operasional
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022, perlu menctapkan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022,
1. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092),
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomzsi 4286),
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421):
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355),
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421):
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),

2.

3.

4.

5.

6.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569):

7.

8. Undang-Undang...
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentangPerubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398):
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang CiptaKerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiakomor 6573),
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan StabilitasSistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona VirusDisease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapiAncaman yang membahayakan Perekonomian Nasionaldan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516):Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentangKedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028),Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesianomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan PeraturanPemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5340),
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang DanaPeri.bangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2005 Komor 137, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndi.: c3ia Nomor 4575),
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporanPenyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah,Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala DaerahKepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan InformasiLaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah KepadaMasyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4693):

15.Peraturan...
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15.

10.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24

Peraruran Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tara CaraPelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuanganGubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi(Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107),Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang StandarAkuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndoncsia Nomor 5165),
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentangPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan PemerintahanDacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6041),
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057),
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 6322):
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754),Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentangPembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk HukumDaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018Nomor 157),
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentangPengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah sertaPelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (beritanegara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067):Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentangTata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah TentangAnggaran Pendapatan Dau Belanja Daerah, RancanganPeraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran PendapatanDan Belanja Daerah, Kancangan Peraturan Kepala DaerahTentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah TentangPenjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan BelanjaDaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021Nomor 431),

. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentangPedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan BelanjaDacrah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2021 Nomor 926):
25. Peraturan...
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25. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 35 Tahun 2006tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (LembaranDaerah Kabupaten Karo Tahun 2006 Nomor 34),26.Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 10 Tahun 2021tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten KaroNomor 05 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok PengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun2021 Nomor 10),
27. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor O1 Tahun 2022tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TahunAnggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun2021 Nomor 01).

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARANPENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:l.
2.
3.

O
a

si

10.

11.

12.

Daerah adalah Kabupaten Karo.
Bupati adalah Bupati Karo.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBDadalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
Penerimaan Daerah adalah uang yangmasuk ke kas Daerah.
Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambahnilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakuisebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaranberkenaan.
Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ataupengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaranberkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada

8

9.
Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanaikebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepadaDaerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisikmaupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumberdari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasilberdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangiketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yangbersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuanpemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhanDaerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

13. Dana...
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13. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disinbersumber dari pendapatan APBN yang dialokdengan tujuan untuk membantu mendUrusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.14. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah ang diakuisebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun Naiberkenaan.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah
selisih lebih realisasi pencrimaan dan pengeluaran anggaran sclama 1 (satu)
periode anggaran.

gkat DAK adalah dana yang: asikan kepada Daerah tertentuanai kegiatan khusus yang merupakan
— sj

16. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah PeraturanBupati Karo.
Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan daerah otonom.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yangselanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan
dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, danPembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yangdigunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistemyang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerjaperangkat dacrah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikanpelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam polapengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan PengelolaanKeuangan Daerah pada umumnya.

13.

19.

Pasal 2
APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesarRp.1.334.392.398.856,00 yang bersumber dari :
a. Pendapatan Asli Daerah,
b. Pendapatan Transfer, dan
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 4

i i
imaksud dalam Pasal 3 huruf a

(11 Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud
un

dencanakan sebesar Rp 124.925.158.224,00 yang terdiri atas:a. Pajak daerah,
b. Retribusi daerah,
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah

yangdipisahkan,d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang ,
(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesarRp. 61.575.864.374,00,
(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakansebesar Rp. 19.719.293.850,00,

Ta | dimaksud(4) Hasil pengelolaan kekayaan
daerah yangPe OOP maki

an sebe . . . 34,pada ayat (1) huruf c direncan
& aim...

kan mana
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(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf d direncanakan sebesar Rp 40.630.000.900,00.

Pasal 5

(1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)direncanakan sebesar Rp. 61.575.864.374,00, yang terdiri atas:Pajak Hotel,
Pajak Restoran:
Pajak Hiburan,
Pajak Reklame,
Pajak Penerangan Jalan,
Pajak Parkir,
Pajak Air Tanah:
Pajak Mineral Logam dan Batuan,
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, danj. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

(2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesarRp.7.600.320.000,00,
(3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakansebesar Rp 7.272.750.000,00:
(4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakansebesar Rp. 4.723.056.625,00:
(S) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakansebesar Rp. 973.777.500,00,
(6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf edirencanakan sebesar Rp. 22.411.168.000,00:
(7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesarRp.375.000.000,00,
(8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakansebesar Rp. 4.800.000.000,00,
(9) Pajak Mineral Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf hdirencanakan sebesar Rp 1.656.864.000,00:

b.

d.
e.
£

(10) Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) hurufi direncanakan sebesar Rp 6.588.414.740,00: dan(11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat(3) huruf j direncanakan sebesar Rp 5.174.513.509,00.

Pasal 6

(1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3)direncanakan sebesar Rp 19.719.293.850,00, yang terdiri atas:
a. Retribusi Jasa Umum:
b. Retribusi Jasa Usaha,
c. Retribusi Perizinan Tertentu,

Z) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf adirencanakan sebesar Rp. 11.448.936.000,00,
(3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b

direncanakan sebesar Rp. 6.901.457.850,00,
(4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (Il) huruf cdirencanakan sebesar Rp 1.368.900.000,00.

Pasal 7...
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atan Asli Daerah Yang Sah sebagainttna dimnksud pada Pasal 4
(1) Lain-lain Pendap IS |

n sebesar Rp 40.630.000,000,00 yang terdiri dari :
ayat (5) direncanaka

Jasa Giro:
Pendapatan Bunga:
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Fe

Pendapatan dari Pengembalian:
Pendapatan BLUD: dan

f. Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir.
(2) Jasa Giro sebagaime”" dimaksud pada Pasal 1 huruf a direncanakan sebesar

Rp.5.000.000.000.00: .-

(3) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b direncanakan

sebesar Rp.2.800.000.000.00:
#) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pe

dimaksud pada Pasal 1 hurufc direncanakan sebesar Rp 7.

(5) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud p
direncanakan sebesar Rp 600.000.000.00:

(6) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasa
sebesar Rp. 25.000.000.000,00,

(7) Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada P

1 huruf f direncanakan sebesar Rp 30.000.000,00.

kerjaan:
SP
O
cu

kerjaan sebagaimana
200.000.000,007
ada Pasal 1 huruf d

L1 huruf e direncanakan

asal

Pasal 8

(1j Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b

direncanakan sebesar Rp 1.130.049.587.632,00 yang terdiri dari :

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, dan
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah,

(2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 1

hurufa sebesar Rp 1.097.8380.954.000,00:
(3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b

sebesar Rp. 32.168.633.632,00.

Pasal 9

(1) Pendapatan Transfer Tc:nerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal $

ayat (2) sebesar Rp 1.577.880.954.000,00 yang terdiri dari :

a. Dana Perimbanger:,
b. Dana Insentif Dacrah, dan
c. Dana Desa.

(2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf a sebesar

Rp.900.844.684.000,00:
(3) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (ll huruf b sebesar

Rp.8.781.788.000,00
(4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar

Rp.188.254.482.000,00:

Pasal 10

(1) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf c direncanakan sebesar Rp 79.417.653.000,00 yang terdiri dari :

a. Lain-lain Pendapatan, dan
b. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
(2) Lain-lain...
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(2) Lain-lain Pendapatan seba: aimana di

Rp.66.051.620.000,00:
8 dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar(3) Pendapatan Dana Kapitasi
FKTP
aminan Kesehatan Nasion (JKN) pada Fasilitas

Kesehatan Tingkat Pertama ( ) sebagaimana dimaxsuu pada ayat (1) huruf b
besar Rp 13.366.033.000.00

Pasai 11

Anggaran Belanja Daerah Tahun AnRp.1.344.362.554.662,00 yang terdiri atas:
Haran 2022 direncanakan sebesar

Belanja operasi:
Belanja modal:
Belanja tidak terduga, dan
Belanja transfer.d.

Pasal 12
(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasdirencanakan sebesar Rp 944.102.942.955,00 yang terdiri atas:

AL NI huruf a
a. Belanja pegawai:b. Belanja barang dan jasa:C. Belanja hibah: dan

D1 Ai Belanja bantuan sosial.
elanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1! huruf a direncsebesar Rp. 591.774.818.553,00:

P yat (1) encanakan
(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
va

direncanakan sebesar Rp 273.376.351.526,00,Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufsebesar Rp. 72.140.842.876,00:
P ayat (1) € Girencanakan

(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ddirencanakan sebesar Rp. 6.810.930.000,00.

Pasal 13

(1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2)direncanakan sebesar Rp 591.774.818.553,00 yang terdiri atas:
Beianja Gaji dan Tunjangan ASN:
Belanja Tambahan Penghasilan ASN,Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objekrif Lainnya ASN,Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD,
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH,
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH, dan

. Belanja Pegawai BLUD.
(2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf adirencanakan sebesar Rp 379.431.465.1 17,00,(3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb direncanakan sebesar Rp 93.009.236.834,00,

an |(4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp.92.691.168.848,00,

| |(5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp Rp 14.306.390.450,00:

| | at (1)(6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/
WKDH sebagaimana

dimaksud pada ayat (
huruf e direncanakan sebesar Rp 485. 301,00, . , ,

(7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta
KDH/WKDIASebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 600.880. D Mt uruf g(8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

direncanakan sebesar Rp 11.250.000.000,00.

a
b.

e.
f.

8.

Pasal 14...
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(N

(2!

(3)

(4)

(S)

(6)

(7)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

Pasal 14

Anggaran Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (3)
direncanakan sebesar Rp 273.376.351.526,00 yang terdiri dari :

|

a. Belanja Barang:
b. Belanja Jasa:
Cc. Belanja Pemeliharaan:d. Belana Perjalanan Dinas:e Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/PihakLain/Masyarakat: dan
f. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (U) huruf a direncanakansebesar Rp. 59.567.721.670,00:
Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesarRp. 115.473.958.004,00,
Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud padadirencanakan sebesar Rp 35.893.363.002,00,Belana Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ddirencanakan sebesar Rp 50.624.889.399,00:Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/PihakLain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakansebesar Rp 1.196.365.975,00:Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf fdirencanakan sebesar Rp 10.620.053.476,00,

wat (huruf «

Pasal 15

Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (4) direncanakansebesar Rp. 72.140.842.876,00 yang terdiri dari :a. Belanja Hibah kcpada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yangBerbadan Hukum Indonesia,
b. Belanja Hibah Dana BOS,
c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partui Politik:Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yangBerbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf adirencanakan sebesar Rp. 5.130.300.000,00:

Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bdirencanakan sebesar Rp 66.051.620.000,00,
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 958.922.876,00,

Pasal 16

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (5)direncanakan sebesar Rp 6.810.930.000,00 yang terdiri dari :
a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu,
b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga,
c. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat, »Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat |huruf a direncanakan sebesar Rp 1.500.000.000,00, | aaBelanja Bantuan Sosial kepada

Keluarga sebagaimana
dimaksud pada ayat |i

akan sebesarRp 1.171. 00,
| |SaBani kepada, Kelompok Masyarakat sebagaimana

dimaksud
pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 4.139.280.000,00:

basal 17...

(2)

(3)
5

(4)
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Pasal 17
(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dal 1

direncanakan sebesar Rp 118.96 1.333.600,00 yang terdiridari 5a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin,
|

|

b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan:c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi:d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya:(2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
Girencanakan sebesar Rp 22.398.722.672,00,(3h Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp 14.997.787.500,00:(H4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurufc direncanakar ssbesar Rp 80.138.779.411,00:(5) Belanja Modal Aset Tztap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ddirencanakan sebesar Rp 1.426.044.017,00.

huruf b
LT

Pasal 18
(1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalamPasal 17 ayat (2) direncanakan sebesar Rp 22.398.722.672,00 yang terdiri atas:a. Belanja Modal Alat Besar:Belanja Modal Alat Angkutan,Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur:Belanja Modal Alat Pertanian:Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga:Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar:

b.

e.
f

Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan,Belanja Modal Alat Laboratorium,Belanja Modal komputer,1

Belanja Modal Alat Produksi, Pengo'ahan, dan Pemurnian:Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja:Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi:. Belanja Modal Rambu-Rambu,
1.

Belanja Modal Peralatan Olahraga, danO. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
(2) Selanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf adirencanakan sebesar Rp 6.847.000,00:
(3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayai (1) huruf bdirencanakan sebesar Rp 1.275.852.860,00,
(4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana ditnaksud pada ayat (1)huruf c direncanakan sebesar Rp. 920.000.000.00:(S5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ddirencanakan sebesar Rp Rp 1.472.374.270.00,

| |(6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf e direncanakan sebesar Rp 2.599.814.904,00: |

maksud(7) Belanja Modal Alat Studio,
Komunikasi, dan Pemancarsebagaimana

dimaksuaa uruff direncanakan sebesar Rp 655.401. -00:(8) SaPaiAlat
Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana

dimaksud pada ayat1) huruf g direncanakan sebesar Rp .007.367,00,(1) Bana Modal Alat Laboratorium
sebagaimana

dimaksud pada avat (1) huruf hrencanakan sebesar Rp 21.090.180,00,
|(10) Ea “Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat Il) huruf i

direncanakan sebesar Rp 6.849.019.691,00:

n.

n

(il Belanja...
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(LI) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 80.000.000,00,

(12) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf k direncanakan sebesar Rp 21.477.600,00,
(13) Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf 1 direncanakan sebesar Rp 2.663.500.000,00,
(14) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m

direncanakan sebesar Rp 40.27 1.000,00,
(15) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n

direncanakan sebesar Rp 90.000.000,00,
(16) Belanja Modal Peralatan dan Mcsin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf o direncanakan sebesar Rp 1.290.000.000,00,

Pasal 19

dl) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17

ayat (3) direncanakan sebesar Rp 14.997.787.500,00 yang terdiri atas:
a. Belanja Modal Bangunan Gedung,
b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti, dan
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.

(2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp 12.509.787.500,00,

(3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp 888.000.000,

(4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.600.000.000,00.

Pasal 20

(1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
17 ayat (4) direncanakan sebesar Rp 80.138.779.411,00 yang terdiri atas:
a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan,
b. Belanja Modal Bangunan Air,
c. Belanja Modal Instalasi, dan
d. Belanja Modal Jaringan.

(2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp 66.890.698.746,00,

(3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp 12.956.080.665,00,

(4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp 100.000.000,00,

(5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

direncanakan sebesar Rp 192.000.000,00.

Pasal 21

(1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 avat
(5) direncanakan sebesar Rp 1.426.044.017,00 yang terdiri atas:
a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan:
b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga,
Cc. Belanja Modal Asei Tidak Berwujud, dan
d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD.

(2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a direncanakan sebesar Rp 491.700.000,00,

(3) Belanja...
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HB) Belanja Modal Barang Bercorak
Kesenian /Kebudayaan/Olahraga sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 176.235.207,00:,(M) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud paddirencanakan sebesar Rp 198.000.000,00: pada ayat (1) huruf

c(S5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud padahuruf d direncanakan scbesar Rp 560.198.810.00.
P ayat (|

Pasal 22
Anpsaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf cdirencanakan sebesar Rp 13.364.768.035,00:

Pasal 23

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf ddirencanakan scbesar Rp 267.933.510.072,00 yang terdiri dari :a. Belanja Bagi Hasil: dan
b. Belanja Bantuan Keuangan:(2) Belanja Bagi Ilasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakansebesar Rp. 8.279.028.072,00:

(3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bdirencanakan sebesar Rp 259.654.482.000,00:

Pasal 24

Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakansebesar Rp. 10.970.155.806,00 yang merupakan Sisa Lebih Perhitungan AnggaranTahun Sebelumnya.

Pasal 25

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakansebesar Rp. 1.000.000.0575,79 yang merupakan Penyertaan Modal Daerah.

Pasal 26

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

1. LampiranI Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja,dan Pembiayaan,

2. Lampiran Il Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan,

|3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah:
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran

Bantuan Sosial,
S5. LampiranV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran

Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus,6. LampiranVI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
belanja bagi hasil,

|

7. Lampiran...
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bapa VII EhNIH

So Lampisan VUI

Wo Lampiran IN

10. Lampiran NX

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini diruangkan !

Pemertadin Biner, Orppnisasi, peragaan, Keparan.Kepintan, Kelompok, denis, Ore, Gan Binkan erPendapatan, Belanja dan Perntinyaan,
Rinclun— DIBII-BDA Pertambanyan Minyan Susi TarPertambangan Gas Alam/ Tambahan DRH Minyak
Ihimi Menurut Unisan Pernerintahen Desah, £ :

Propram, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelumpat, Jenis, Otdan Rincian Objek Pendapatan, Pelanja dan Pers isvaan:Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Manu
cmerintahan Daerah, Organisasi, Program

Kepiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Sindan Otex
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan:Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kanaan / Kota
pudn Dacrah Perbatasan Dalam Perda terrazg APBI danPerknda tentang Penjabaran APBD dengar: Pro ea Pirus
Perbatasan Negara,

Pasal 27

lanjut dalam DPA-SKPD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupat zudengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapreredi Kabaniahe
(9 Yanuari 2022

CORNRMV SEBAVANG

Diundangkan di Kabanjahe
pada tan januari 2022

AH KABUPATEN KARO,SEKR

KADHERNS TERKELIM PURBA
AR
BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2022 NOMOR Ol
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